
BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 148 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 53 TAHUN 2018 
TENTANG BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT }(HUSUS 

KEPADA PEMERINTAH DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimbang . a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan 
pemberdayaan masyarakat Desa, maka Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya memandang perlu memberikan 
bantuan keuangan yang bersifat khus~s kepada Desa; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan 
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten dapat 
memberikan bantuan keuangan bersifat khusus yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten kepada Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2018 tentang 
Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah 
Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembe~tukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 1'ahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 



.' 
'" 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara RepuD ik Indonesia Nomor 
5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan LembaranNegata Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 rahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5679) ; 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 14 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Repllblik Indonesia Nomor 
5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 632 1); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 11); 

6 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 1); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

8 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 
2016 Tentang Rencana Pembangun an Jangka Menengah 
Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Tahun 20 16 - 202 1; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susu nan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Tahun 
2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2019 Nomor 1) 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 
2017 ten tang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2017 Nomor 2); 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHM ATAS PERATURAN 
BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG 
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA 
PEMERINTAH DESA 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2018 
tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c diu bah , sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal2 

Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa meliputi: 
a. Tunjangan kinerja Badan Permusyawaratan Desa, ketua Rukun Warga 

dan ketua Rukun Tetangga; 
b . Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; 
c . Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 
d. Sarana dan Prasarana Desa. 

2. Ketentu an Pasal4 diubah sehingga Pasal4 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal4 

Tata cara penetapan persyaratan dan mekanisme pencairan bantuan 
keuangan bersifat khusus diatur lebih lanjut oleh kepala perangkat daerah 
yang mem bidangi sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singapama 
pada tanggal 1 l'iopember 2 19 

Pj . SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

7 
lIN AMINUDIN 

Ditetapkan di Singapama 
pada tanggal 1 llJopember 2 19 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOM OR 148 


